BUPATI KAPUAS HULU E
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
: NOMOR 4—5 TAHUN 2014

TENT AN G

e T TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT
' UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT ‘TUHAN YANG MAHA ESA
£ BUPATI KAPUAS HULU :

. Menimbang :

Dlponegom Putussxbau, ey

o _"Repubhk Indonesw. Nomor 1821), ‘

o Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

S .Perbendaharaan ‘Negara (Lembaran Negara
© .+ Republik * Indonesia’ Tahun 2004‘ Nomor ' 5,

L Tambahan Lernbaran Negara Repubhk |

\

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan_ AR
- -*'_-:_Pasal 10 ayat {7} Peramran Daerah Kabupaten'__” W
© ' ‘Kapuas Hulu Nomor 17 Tehun 2013 tentang =~~~ .
: ":_:'_’i' Retribusi | Pt:l_ayanan Kesehatan Kabupaten s
. - Kapuas Hulu, ma.ka perlu. menetapkan s
Fa Pefamrah ' Bupatl tentang Tata  ~ Cara
T ~.j*-__Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah;_-w o
 /Sakit Umum . Daerah Dokter - Achmad____{',-:””-

: '-‘:Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 S
e f"";f_ii?'tentang Penetapan Undang«Undang Daruratj}';_j'
o ;.;jfi'Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan =~ = . "
*. . Daerah Tingkat 1 di Kalimantan (Lembaran .. =~ -

" 'Negara Republik Indonesia  Tahun 1953 -
“#. Nomor 9) sebagai Undang—Undang (Lembaran'f'-"' R
i -."_Negara ‘Republik . .Indoriesia Tahun . 1959__-;-‘--
" ‘Nomor 72, Tambahan. Lembaran Negara_



. :ﬁUndang—Undang Nornor 29 Tahun 2004'
L tentang Praktik Kedoktera.n (Lembaran Ncgara- o
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

. Tambahan Lembaran : Negara Repubhk-

S Indonesia Nomor 443 1);

. Undang—-Unda.ng Nomor 36 Tahun 2009:'

.+ tentang Kesehatan - (Lembaran - Negara
- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara ﬁepubiik

- :_.IndoneSIa Nornor S063); - - 1

. Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009_
' tentang Rumah __Saklt_ .(Lemba;an Negara -

' Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
- Tambahan = Lembaran  Negara Republik;-
- Indonesia Nomor 5072); o

Unda.ng—-Undang Nomor- 12 Tahun 2011-_. -,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

“‘undangan (Lembaran - Ncgara Republik

. Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, Tambahan = = '

' Lembaran Negara chubhk Indonesm Nomor_'

*-'_5234)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

e _Negara Repubhk Indonesxa _Tahun: 2014 N

-Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara'

" Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

" telah diubah dengan Peraturan Pemcnntahanl_ o

S :Penggantl Unda.ng—Undang Nomor 2 Tahun
. ©. 2014 tentang Perubahan'  Atas Undang-' "
.- . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

" ‘Pemerintahan Daerah (Icmbaran ' Negara

 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

. Tambahan Lembaran _ Negara Repubh_k’_;_ -

| Indones1a Nomor 5589),

. jPeraturan Pernermtah Nornor 58 Tahun 2005"
- tentang Pengelolaan ‘Keuangan Daerah -
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesua Nomor 4578), o

_ Pcraturan Pcmenntah Nomor 38 Tahun 2007 _
L tental_:_lg Pembagl_a.n_ _.Ur_usan quenntahan_ o

.
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.7 antara 'PEméﬁntah, ~ Pemerintahan  Daerah
S Propm31 ‘dan . Pemerintahan . Daerah
j_'f_l"}.Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repubhk

. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
o Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor '
___4737]’ | | nor.

1000 Peraturan Menten Dalam ‘Negeri Nomor 13-
.+ !Tahun 2006 tentang Pedoman ‘Pengelolaan
" " Keuangan Daerah sebaga.lmana telah diubah
- beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan
 Menteri Dalam’ Negeri Nomor 21 Tahun 2011
'_tentang Perubahan Kedua . Atas Peraturan"-
B TR D e D 'Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
. RN IR tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan‘
T AR ST ;_Daerah - | _

o1 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu'; o
- Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
_:Pemerlntahan Yang Menjadi - Kewenangan

B Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu, o '

T 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu"'

‘Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok -

- Pengelolaan Keuangan Daerah;

e 7::'13; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu{ '
s ‘Nomor. 17 Tahun 2013 - tentang Retnbu31
o ?Pelayanan Kesehatan; - :

MEMUTUSKAN .
. Menetapkan ‘-Z_PERATURAN BUPATL TENTANG TATA CARA
. PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH

' SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD'
R DIPONEGORO PUTUSSIBAU. -

B BABI - : PRI
KE’I‘ENTUANUMUM [

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupaﬁ 1n1 yang dunaksud dengan | ) R
Cael Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu LR o




. Pemenntah Daerah adalah Bupat1 dan Perangkat Daerah sebaga1 .

' unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. - :

' Bupatt ‘adalah Bupati Kapuas Hulu. = : '

. Rumah Sakit adalah- institusi pelayanan kesehatan ya.ng
_ menyelengga.rakan pelayanan kesehatan perorangan secara
g panpurna yang menyediakan pelayanan rawat 1nap, rawat Jalzm

dan gawat darurat.

. "Rumah Sakit. Umum adalah rumah’ Saklt yang membenkan

pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Rumah . Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro - .

' Putussxbau, yang selanjutnya d1smgkat RSUD dr. Achmad

.__Dlponegoro Putuss1bau adalah Rumah Saklt Umum Mlhk-
 Pemerintah Daerah i
Direktur adalah - D1rektur 'RSUD dr Achrnad D1ponegor0

. Putussubau

chawa; adalah’ setiap orang 'yang bekerja di lingkungan RSUD

- dr. Achimad Dipenegoro Putussibau baik sebagai Pegawai Negeri

S1p11 (PNS), Pegawai Tidak Tetap (P'I"I‘), Pegawai Honor Daerah,

Pegawa1 Kontrak dimana’ status kepegawalannya dibuktikan o
‘melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang - =

berwenang sesuai- dengan peraturan perundang—undangan yang' |

berlaku.

Pelayanan 'Kesehatan . adalah 'segala _ kcglatan pclayanan
kesehatan yang “diberikan ' kepada seseorang dalam rangka

observasi, diagnosis pengObatan atau pel.'alya.nalni kesehatan

0.

lainnya.

Jasa Pelaya.nan adalah unbalan yang d1tenrna atas pelayanan o
“kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observas1, .

dlagnosm, pcngobatan ‘konsultasi, pengawasan mcdls/ visite,
rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang dlbenkan _

B _oleh tcnaga ‘medis, tenaga pa.ramedls ‘keperawatan, - tenaga

-paramedis non. keperawatan, tenaga non medis dan’ semuaf C
"komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan

di RSUD dr. ‘Achmad Diponegoro Putussibau.
Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pa81en untuk

- observasi, diagnosis, . pengobatan rehabﬂxtam - medls dan

12,

i 13,

pelayanan kcsehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat 1nap o
Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada paswn untuk . -
observas1, dxagnosm - pengobatan, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lamnya dengan menempatl tempat tidur di

_,ruang rawat map

Pelayanan T1ndakan Kedokteran adalah pelalya.n:au'l| kesehatan L
_yang berkaitan denga_n tindakan kedokteran dengan rnaksud B

' untuk memngkatkan mutu kehzdupan pa31en



s 14 Pelayanan pada Ruang Bersa]m dan leas adalah pelayanan o

L ruang bersalm dan nifas. .

' penunjang (Laboratonum, Radlologl,. Pemeriksaan  USG,

' * . medis dalam melakukan pelayanan kesehatan.

kesehatan yang dxbenkan kepada 1bu dan bay1 baru 1ah1r pa da R S
2 15 Pelayanan Pemerlksaan Penunjang chokteran adalah pelayanan L

. Pemenksaan C‘I‘-Scan) yang: dllakuka.n kepada pasien raNat'f T
Jalan rawat inap, gawat darurat untuk melcngkapl data rekam : S

i 16 Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tlngkat o L
lan_]utan yang harus dlbenkan secepatnya untuk mencegah

menanggulang: res:ko kemahan dan/ atau cacat N -
-17 ‘Pelayanan - Admm1stras1 Kesehatan adalah suatu proses yang .-
A menyangkut _ perencanaan, pengorgamsasmn, - pengarahan,

RIS X pembangunan kesehatan : E
e 18 Pelayanan 'Ambulans - adalah pclayanan moblllsa31 terhadap c
F kegawat daruratan termasuk evalua51 medik dan / atau pelayanan o

- penilaian,  pengawasan dan pertanggun.awaban pelayanan - -

ru_]ukan pasien - dari -tempat" tmgga.l ‘pasien: ke rumah sakit . -

dan/ atau pelayanan ruJukan pas1en darl rumah saklt ke rumah o :

_ - sakit yang lebih mampu. ,

19 Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan perawatan ‘

' jenazah yang mehputx kegiatan memandlkan mengkafam,
menyembahyang dan pemakaman Jenazah L

B laboratorls, khususnya dengan kmer;a faal organ ‘dalam tubuh.
;_};; 2 1 Pclayanan Intensive Care:. Unit. . ‘yang. se]anjumya dlsebut
pelayanan ICU adalah pelayanan rawat map di rumah sakit yang

kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalaml serangan,
: penyaklt akut | : ' o

o 2 20. Pelayanan General Check-Up adalah tindakan pencegaha.n untuk LR
mengetahul serta mengukur kesehatan ﬁ51k tubuh ' kita secara

membenkan perawatan khusus pada pendenta yang memerlukan :
__Perawatan yang leblh mtensﬁ' yang - mengalami: gangguan L

it :: 22 Pelayanan Transfus1 Darah adala.h upaya pelayanan kesehatan,‘ -
yang rnehputl perencanaan, pengerahan pelestanan pendonor BRI T

‘darah dan penyedlaan darah.’

o .3-;_: '-23 Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung dan, bertanggung e h
' Jawab kepada pas1en yang berkmtan dengan sedlaan farmasi -

‘mutu kehIdupan pasien.
" berkaitan dengan kepentmgan hukum

: dlperoleh seorang pegawm berdasarkan ga:u pokok

T  dengan maksud mencapal hasﬂ yang pastl untuk memngkatkan_ o
| ':_:: .24 Pelayanan 'Medico Legall adalah pelayanan kesehatan yangr “ .

. 25 Indeks " dasar’ (Basxc Index adalah pemla.xan harga dasar yang PSS



.. 'kesehatan pasien. Umum, Pola tarif pasien ASKES, Inhedlth,

32.

26, Kualifikasi/ Capacity . Index adalah ‘untuk memberikan __

penghargaan nilai. . kualifikasi atau: capac1ty berdasarkan
pendidikan karyawan atau keteramplla.n yang bersertifikat. -

.Indeks Risiko (Risk Index) adalah pemlauan harga' nsﬂ{o yang

harus dltanggung oleh tenaga atau pegawau yang beketja di suatu

R - unit tertentu
28,

Indeks' Emergenm (Emergency Index) adalah n11a1 harga untuk :
tenaga atau pegawai. _yang bekerja pada daerah emergensi yang' -
sctlap saat harus s1ap melaksanakan tugas tanpa mcngenal .

. :: ':' . ‘batas waktu dan jenis. pekerjaannya.
29,

Indeks posisi atau jabatan {Position Index) adalah pemlalan harga
terhadap jabatan atau yOSlSI pegawa1 tldak membedakan antara_ e

;20 - PNS dan non PNS.
- 30.
'kmerja dengan sistem akuntablhtas yang telah dxtentukan o

- berdasarkan hasil kinerja pegawa.t yang bersangkutan B L

.-Jannnan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampcrsal adalah

~ jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemenksaan

Indeks Kinerja (Perfbmance Index) adalah pemlalan harga tmgkat.__'

kehamilan, pertolongan pcrsahnan, pelayanan nifas termasuk"

‘pelayanan’ keluarga ‘berencana pasca persa]man dan pelayanan -

bayi baru lahir yang pembla.yaannya d1_|am1n oleh pemerintah. _
Jaminan . Kesehatan . Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Jamkesmas adalah - program bantuan sosial untuk pelayanan

: kesehatan bag1 masyarakat miskin dan tidak mampu.

s
""" adalah suatu program pemerintah/rakyat. - .dengan  tujuan’

Jaminan Kesehatan Nasional yang. selanjutnya dlslﬁgkat JKN

membenkan kapasitas jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi
setlap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesm dapat hldup K

{ sehat produktlf dan se_]ahtera

BAB on -
SUMBER PENDAPA’I‘AN JASA PELAYANAN

- Pasal2 R
Sumber Jasa pelayanan berasal dan retnbu31 pelayanan

. Jaminan Persalman, Jaminan Kesehatan Masyarakat danﬁ }

| (2)

pc-.b-dw

-~ Jaminan Kesehatan Nasional (peserta BPJS). :
Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dan
." Pelayanan rawat jalan,

. Pelayanan rawat i inap; o .

: Pelayanan t1ndakan kedokteran paswn rawat map, | o
. Pelaya.nan pada ruang bersalin dan nifas; .
“Pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran Ilaboratonum,- :

o radlologl, pemenks&an ultrasonogra.fi, pemenksaan CT-Scan), B

6



Pelayanan instalasi gawat darurat;

Pelayanan tindakan kedokteran operauf

. Pelayanan administrasi kesehatan;

Pelayanan keschatan khusus;

Pelayanan ambulans;

Pelayanan pemulasaraan jenazah;

Pelayanan General Check-Up; _

. Pelayanan di ruang Intensive Care Unit (ICU);

. Pelayanan transfusi darah; | B

Pelayanan di instalasi farmasi;

: . Pelayanan medico legal. _ :

(3) Total pendapatan jasa pelayanan pasien umum akan
~ didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok
. penerima jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

(4) Total pendapatan jasa pelayanan pasien Askes, Inhealth,
Jampersal dan Jamkesmas akan didistribusikan pembagian jasa
pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar
44% (empat puluh empat persen).

(5) Total : pendapatan jasa pelayanan dari tarif paket Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN} akan didistribusikan pembagian jasa
pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar
40% (empat puluh persen).

-op.:sa:—.-.?q-'.—.":-'a'qurﬂ_ '_

: BAB 1I
PELAKSANA TEKNIS

_ : Pagal 3
(1) Pelaksana teknis penggunaan jasa pelayanan adalah bendahara
di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang akan
membayarkan jasa pelayanan.
(2) Pelaksana teknis tidak berhak mengurangi dan/ atau menambah
jasa pelayanan pegawai tanpa persetujuan Direktur RSUD:; dr.
_ Achmad Diponegoro Putussibau.

{3) Persetujuan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dlbuktlkan dengan
Surat Bukti Koreksi (SBK) dari Direktur RSUD' dr. Achmad
D1ponegoro Putussibau.

| BAB IV |
PENERIMA JASA PELAYANAN
, : Pasal 4
(1) Penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum,
dokter gigi dan dokter gigi spesialis, secara indiviFu;
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Sentral, ICU, NICU/PICU;

d. Kelompok Rawat Inap, Perlnatologl, dan Ruang Bcrsahn
. Kelompok Apoteker dan asisten apoteker; -

g . Kelompok dokter Radiologi dan Radlografer

- memiliki _]abatan

> Kepala Instalasi pada Cost Centen);. _
k.. Dlrektur, Kepala ‘Baglan Kepala Bldang.

. ;;Kelompok keperawatan yang terdln dan perawat IGD Bedahjt'_; A

. Kelompok perawat Rawat Jalan dan perawat gigi; |- '  LT

;" ‘Kelompok dokter Patologi Klinik dan analis laboratonum ey

Kelompok dokter Rehabilitasi Medik dan Flsloteraﬁs
1. Kelompok Admm1stra51 ada.lah seluruh karyawan yang tldak RS R

Kelompek Management (Kepala Sek31 Kepala Sub Bagxan,' . L

f . :-ff{(2) .hPenenma jasa pelayanan sebagaumana dimaksud pada ayat (1),
T e ditetapkan melalm Surat Keputusan Dlrektur RSUD dr Achmad_; N

B E ;Dlponegoro Putus31bau

R BABV
s PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

: : Pasal 5 _ : : ,
7(1) Setlap kelompok penghasﬂ jasa berhak mcndapatka.n propor81 o
Lo jasa. pelayanan sesuai dengan kinerja. o
: (2) Kelompok penghasﬂ jasa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
terdiri ‘atas - dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan,
petugas laboratonum petugas radlologl, petugas ﬁsmterapl dan_"_ ‘

TR petugasfarma31 L : L R
- . Tl (3) Besaran prosentase propor31 jasa pelayanan untuk masmg—
SrrEit FENE I e masmg kelompok penghasﬂ jasa diatur sebaga1 benkut Cioaity
‘a. Instalasi Rawat Jalan. = : ] U

3 Propor51 jasa Pelayanan medls, perawat' dan tenagé.
- administrasi di Rawat Jalan : SR ' Sl

1 _proporsi jasa medis pada rawat Jalan adalah O% dan

total jasa pelayanan

20% (dua puluh persen); -

s persen)

'_" adm1n1stra51 10% (sepuluh persen), _ B R
. | o
g

proporsn jasa pelayanan keperawatan dan/ atau setara
. ‘proporm _]asa pelayanan admlnlstram '10%- (Sepuluih”
. propor31 tlndakan medls pada Rawat Jala.n: Jasa mechs .'

70% (tujuh puluh persen), Jasa keperawatan dan/atau_'_é-i_; iy
setara  20% (dua puluh. persen) jasa pclayanans; T



5 propor31 t1ndakan keperawatan maka 70% (tujuh puluh

persen) jasa keperawatan, 20% (dua puluh pcrsen) ]asa

' medls dan'10% (sepuluh persen) j _;asa adrn1n1stra51

b Instala51 Rawat Inap

1.

- proporsi- jasa med18 pada v131te d1 ‘ruang perawatan

 adalah 70% - {tujuh - _puluh persen) dari. total jasa

: pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% (dua’ puluh
- persen) adalah - Jasa pelayanan’ keperawatan dan/ atau

~ setara dan jasa pelayanan adm1mstras1 10% (sepuluh
persen);

. ‘bila’ dokter spesmhs berhalangan, pasmn d1 vtszte oleh
dokter umum, pl‘OpOI‘SI 70% (tujuh puluh persen) dokter

. umtm dan 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan

"keperawatan dan/atau setara dan Jasa pelayanan
- administrasi 10% (sepuluh persen); -
. :proporm tindakan medis, maka. _]asa medls 70% (tujuh'

- 'puluh persen), jasa keperawatan dan/atau: setara 20%

. (dua pulubh persen) dan 10% (sepuluh persen) jasa
'pelayanan adm1mstras1, '

proporsi  tindakan keperaﬁratan 70% (tu_]uh puluh._'

: persen) _]asa keperawatan dan/atau setara, 20% (dua
‘puluh persen) jasa medis dan 10% (sepuluh persen) jasa

pelayanan admmlstras1

. Instalasi Gawat Darurat -

: 1

"proporsi jasa dokter untuk pemenksaan atau tlndakan '

adalah 70% (tu;uh puluh perscn) dari Jasa pclayanan .
.'“f'yang tercantum dalam tarif, 20% {dua puluh persen).

adalah iasa pelayanan keperawatan dan/atau setara dan -

" 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan adrmmstram
. tindakan keperawatan maka proporsi ‘jasa tindakan
:_tersebut 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan y

dan/atau setara, 20% {dua puluh persen) jasa medik dan

: 0% (sepuluh persen] jasa pelayanan admlmstras1 -

| d Instala51 Penun_]a.ng

_ 1

‘Instalasi Radiologi : propor31 Jasa medis 40% (empat

puluh persen) dari jasa pelayanan. dan proporsi

- radiografer : sebesar - 50% (lima - puluh persen) dan o

pelayanan adminstrasi 10% (sepuluh persen),

. Instalasi: Laboratorium Patolegi Klinik : proporsi jasa
‘medis 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan dan
i proporen analis sebesar 60% ‘(enam puluh persen) dan o
j Jasa pelayanan admm1stras1 10% (sepuluh persen),

9



' 3. Instalasi Rehabilitasi Medik : proporsi medis 30% (tiga
_puiuh persen) - dari jasa pelayanan dan proporsi
' fisioterapis sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa
pelayanan adrmnstrasu 10% {sepuluh persen),
"4, Instalasi Gizi : proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter
spesialis gizi adalah 45% (empat puluh lima persen) dari
. total jasa pelayanan, 45% (empat puluh lima persen)
adalah jasa ~pelayanan nutrisionis dan pelayanan
.. adminstrasi 10% (sepuluh persen); v
5. Instalasi Farmasi : proporsi jasa apotcker adalah 30% .
.. (tiga puluh pefsen) jasa pelayanan as1st§n apoteker .
secara kelompok 60%. (enam puluh persen) dan jasa
_ pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
'6;'-pelayanan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah
- ditetapkan jasa pelayanan ambulans adalah 50% (lima
puluh persen) dari tarif ambulans. Proporsi jasa
pelayanan peraWat 50% (lima puluh persen), jasa sopir
40% (empat puluh persen) dan jasa admlnlstraS1 10% -
(sepuluh persen). ' : |
- 7. besaran untuk pelayanan kamar Jenazah sebesar 70%
(tu_]uh puluh persen) untuk tenaga pemulasaraan jenazah,
20% (dua puluh persen] jasa medis dan Jasa pelayananr
admlnlstra31 10% (sepuluh persen)

‘e Instalasi Bedah Sentral ‘
| 1 Besaran prosentase jasa pelayanan opera31 terbagi
menjadi 70% (tujuh puluh persen) untuk kelompok dokter
(opcrator operasi) dan 20% {dua puluh persen) untuk
kelompok tenaga keperawatan dan 10% (sepuluh persen)
untuk jasa pelayanan adm1mstra31,
Besaran prosentase jasa pelayanan anestesi terbagi- |
menjadi 7 0% (tujuh puluh persen) untuk kelompok dokter -
- ahli anestesi dan 20% (dua puluh persen) untuk kelompok
o tenaga asisten anestesi dan 10% (sepuluh persen) untuk_ |
Jasa pelayanan administrasi. |

:P"‘

- BAB VI :
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

: Pasal 6 ‘ :

(1) Setlap kclompok pelayanan yang menghasﬂkan _]asa peiayanan
~‘berhak mendapatkan Jasa pelayanan Iangsung dan tidak
langsung ' - -

10



' _' (2) DlStl"lbUSl Jasa pelayanan dari kelornpok yang menghasﬂkan jasa _.

pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sebesar jE .

50% (hma puluh persen).

(3) Setelah' jasa pelayanan terdistribusi - dalam masmg - masmg'f

< kelompok penghasﬂ Jasa maka selan]utnya 30% (uga puluh
. persen) masuk dalam jasa tidak langsung. . L
(4) Penggunaan jasa tidak langsung sebagaimana dunaksud pada .

. ayat (3} berdasarkan indexing atau beban kerja yang d1tetapkan e
‘melalui surat keput:usan Dlrektur RSU‘D dr. Achmad D1ponegoro R

- Putussibau. - _
(5) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok D1rektur sebesar S%
o (lima persen). . .. . - SRR RS

" . (6) Distribusi Jasa pelayanan unituk kelompok Management sebesar -
. 5% (lima perscn) '

| *(7) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok Admlnlstra31 sebesar B

5% (lima persen).

B -(8) Selanjutnya 5% (hma persen) dari 31sa- _]asa' pelayanan.

dipergunakan untuk Dana Umum.

' (9) Penggunaan Dana Umum sebagalmana dimaksud pada ayat ®)

j ditetapkan. melalui surat keputusan Direktur RSUD dr. Achmad
Dlponegoro Putusmbau

'BABVI
INDEKS

Pasal 7

o Indexmg ada.lah cara atau perangkat untuk menentukani .

besaran score 1nd1v1du karyawan sesuali dengan _beban o

kerjanya Lo e - - 8 |

) Indexmg sebagalmana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan

a. Basic index atau index dasar adalah penghargaan sebagau o
.. insentif dasar bagi seluruh karyawan’ yang standarnya
o ;-_’dladop31 dari :gaji. pokok karyawan yang:: _bersangkutan
" dengan  ketentuan - set1ap Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai- index, -

= karyawan kontrak Rumah Sakit, ga31 pokoknya dlsetarakan

. dengan ' gaji pokok terendah PNS ‘sesuai dengan

_ - pendldlkannya
~+ b. Kualifikasi atau capamty index adalah untuk membenkan.' '
RS penghargaan nilai kualifikasi atau capacity berdasarkan
~ pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat
" 'dengan ketentuan sebagai berikut: - .

11



-;.PENDiDIKAN o  _ | | INDEX
s 32
SMARMU | 3
) B EE—
A
” si/ps 6
~ DOKTER UMUM/DORTER "
 GIGI/APOTEKER/NERS | |
| s 8
~DOKTER SPESIALIS ] 9 |

. Tlngkat pend1d1kan atau kcterampllan yang: tldak
sesuai dengan posisi kerja karyawan t1dak diakui

_ dalam sistem ini, .

.. * Kursus atau pelatihan. bersert:ﬁkat (mlmmal 24 _]am)- _

~ - sesuai dengan posisi - kerja karyawan, - diberit
penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 {nol koma. '

' dua) dan hanya berlaku 3 (tlga) tahun ' ' "

c. Risk Index atau resiko mdeks adalah mlau ‘untuk re81ko"'
yang dltenma karyawan aklbat pekezjaannya Nilai remko
. terbagi menjadi 4 grade yaitu:
1 Resiko grade 1 dengan nilai index 1 ada_lah kemungkman;'
terjadl resiko kerja yang bersifat fisik walaupun
~ karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur

'tetap dan ‘prosedur kerja (Standar Operasional

o Prosedur) yaitu karyawan yang bekerja di pcrkantofan; '
2. Resiko grade 1 dengan nilai index -2 adalah -
' kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersu”at kimiawi

- apabila karyawan yang bersangkutan bekerja - sesuai

- prosedur tetap dan prosedur ker_]a (Standar Operasional

Prosedur), - terdiri dan rawat jalan, gizi, 1nstalas1_-_:_

pemehharaan sarana ‘rumah saklt rehab111ta31 medlk'
B ambulans dan farmas1,

- 12



. 3 Res:ko grade Il dengan nilai index} 4 adalah |
- kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat
kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan

bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja

(Standar Operasmnal Proscdur), terdm dari rawat 1nap,
~ laboratorium dan ruang bersalin. :
4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkman
terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan rad1a31

' walaupun karyawan yang bersangkutan beke::;a sesuai |

protap, terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD ICU

NICU, PICU, Poli Paru, Radiologi, IPAL.
 Masing-masing baglan mempunyai pengelompokkan

atau daftar dan jenis pekerjaan sesuali dengan grade.

: d Emergency index atau Indeks Emergensi adalah nilai untuk
"~ - tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi

- yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa
mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat
tergan’cung kepada jenis pekerjaan yang dllaksanakan oleh '
‘pegawai yang bersangkutan

Nomor -~ Tingkat Emergency : Index

1 .Tihgkat Emérgency Rendah I 1

: | o Administrasi perkantoran
2 ngkat Emergency Sedang

"o  Administrasi keuangan (dlluar -
, perkantoran) S o
e Gizi, ‘ ' o )
e Farmasi e '

» Rawat Jalan

e CSSD

b e Laboratorlum non shlft
-3 Tingkat Emergency Tinggi

" e Rawat Inap LT 4
‘‘s Laboratorium- REER S
e Ruang Bersalin

4 T1ngkat Emergen01 Sangat T1ngg1

e Bedah Central
e ICU, NICU, PICU,
e 1GD f :
e Poli Paru . o

13



. —
.

O*S'f'.«“'@.l\ir*'

« Radiologi
o IPAL

beban

Posztwn lndex atau Indeks Posisi adalah untuk memla1

jabatan  yang dlsandang karyawan ‘yang

S bersangkutan Dengan ketentuan kelompok Jabatan sebagai -

. benkut
s _'Nom0r=-- Kelompok Jabatan™ - Index - -
1 |Tidak inemilik\i jabatan T
2 |Koordinator, | bendahara, )
1 _Pcna.nggun-arvab _ '_ _
3 | .| Kepala Sub- Baglan/ Kepala Sek31 3
| |Ketua Pamtmll Kepa.la Ruangan
4 | Kepala  Instalasi, - kepala Bxdang, ;
- {Kepala Bagzan Kepala Satuan Medlk 4.
[ Fungsmnal (srlva) B |
5- Ketua Komite Medlk Ketua Komite
- cherawatan Kettha Satuan |6
| Pengawas Intelrnal {spp. .
16 .. Direktur . . 8.

1_4:

_. 'Performance mdex at?u Indeks Kmer_}a adalah untuk-‘
"mengukur hasil : ‘pencapaian kerJa dari karyawan. Kinerja. . _
'd1ka1tkan dengan' 31s{em akuntablhtas kmer_]a (mstem.- -

-_ _mana_]emen klnerja), . B
. Nilai indeks kinerja adalah dua kah basm mdex Pemlalan'
: pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target
_atau standar yang telah dltentukan dalam rencana kmerja S
~individu; - X
. Setelah dllakukan 1ndex1ng maka dllakukan Ratmg yaltu
Basic Index = Rate 1
‘Kualifikasi index =|  Rate3
Risk Index =| Rate3d
Emergency Index = Rate 3
Position Index = Rate3
Performance mdex = Rate 4 |

:_Skor adalah nilai individu yang merupaka.n pengkahan dan
' _1ndex terhadap ratmg atau bobot (ratmg), -



| Total ‘skor iridividu adalah penjumlahan dari ' score basic,
kualifikasi atau" capaczty,_ Risk, Emergency, Pos:tton dan o
- Performance index; ' -

' k. Total skor individu seluruh kazyawan dljumlahkan men_]adl .

. satu bulan, jasa pelayanan yang dltenma dlpotong 10% -
o (sepuluh persen) ' : : -

(2

@

o)
G

o .:(8)}__

" keras dan- ber;;udl di lingkungan rumah sakit, mendapat =
- pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) o

o Tota_l skor Rumah Saklt

BAB VIII

- SANKSI
. o Pasa18 R o
Karyawan yang membolos ‘selama’ 3 (t1ga) hari kez]a dalam

Karyawan yang menga_lukan ijin selama 3 (tzga) kah dalam
satu bulan, Jasa pelayanan yang dlterlrna d1potong 10%'_"

' (sepuluh persen).

(3)*;

Karyawan - mcngajukan 1_]1n dan terbukt1 berbohong atas._ ;

‘alasan ijin yang diajukannya, _]asa pelayanan yang. dxterlma'
'dlpotong 100% (seratus persen). - L : .
'Karyawan yang mengambil, cuti besar atau cut1 bersalm

selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan jasa
pelayanan selama waktu cuti. '

Karyawan - yang tugas belaljar' secara otomatis tidak

mendapatkan jasa pelayanan selama tugas belajar.
Karyawan yang mendapat tugas dlnas luar oleh rumah sak1t

: :tetap d1perh1tungkan Jjasa pelayanan yang diterimanya. -

M

Jika karyawan terbukti mencuri, mendapat pemotongan Jasa“ :
pelayanan sebesar 100% {seratus persen)..

Karyawan. yang membocorkan: raha31a perusahaan atau'_; N
“rahasia’ rumah “sakit kepada - pihak Juar, mendapat-_:
_pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).

Karyawan "yang .terbukti- menggunakan narkoba, minuman -

_ :f_?'__(].O) Pejabat yang memberikan laporan. akuntabilitas dengan tidak

‘benar, mendapat pemottmgan Jasa pelayanan sebesar 100%
(serajzus persen). : o

: '(1 1) Karyawan yang terbuktl merokok d1 llngkungan rumah saklt

- {bukan di tempat- yang dlsedlakan), rnendapat pemotomgan S

' jasa pelayanan: sebesar 10% (sepuluh persen).

(12) Karyawan . yang berkelahi dxhngkunga_n rumah "sakit,.'_

. mendapat . pemotongan Jasa pelayanan sebesa.r 50% (hma_ .

puluh perscn)

15
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 Diundangkan di Putussibau R
pada tanggal 26 November 20 4 |

(13] Ka.ryawan yang selmgkuh atau melakukan perbuatan yang di o
ar- norma etika di lingkungan rumah saklt mendapat o

e pemotongan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh pcrsen)

(14) Karyawan yang mogok kerja atau terbukti menghasut :
keglatan mogok kerja, mendapat pemotongan Jasa pelayanan C
scbesar 100% (seratus persen)

'BABIX .
- KETENTUAN PENUTUP A

|
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupatt ini mulai berlaku, Peraturan Bupah S
...+~ Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan e
'/ 'sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter =

1 ‘Achmad Diponegoro Putusmbau, dicabut - dan dmyatakan t:dak S
”:::'_':::._'-g"berlaku ; | |

Pasal 10 = |\

; '_.Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkannya PRI
i 'dan berlaku surut se_;ak tanggal 2 Januari 2014. -

-iAgar setlap orang mengetahmnya, memerintahkan per‘lgundangan k o
Peraturan Bupatl ini dengan pcnempatannya dalam Benta Daerah o
Kabupaten Kapuas Hulu :

i
Ditetapkan di Putusmbau




